
GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 9 <4 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAKMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem
Akuntansi Berbasis Akrual PemerintahAceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nom<pr 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor II Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

11. Peraturan ..../ÿ2
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tahun
2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1818);

12. Qanun Aceh Nomor 1Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor
10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh
Tahun 2013 Nomor 60);

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun
2018 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PEMERINTAH AQEH. t

BAB I
KETENTUAN UMUM j t

Pasal 1 j |
Dalam Peraturan Gubernur iniyang dimaksud dengan: j ;

1. Aceh adalali daerah provinsi yang merupakanj kjesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri Iurusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setemlpatf sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem jdari prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-|Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh
Gubernur.

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh
yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.

3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya

dismgkat APBA adalah rencana keuangan tahunan -Pemerintah
Aceh.

5. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Pemerintah
Aceh.

6. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah
Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh
Penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.

7. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan
uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung
seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran
Aceh pada bank yang ditetapkan.

8. Satuan Keija Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA
adalah perangkat Pemerintah Aceh selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Keija Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat
SKPKA adalah perangkat daerah pada pemerintah Aceh selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh.

10. Pejabat ..../3
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA
adalah Kepala SKPKA.
Bendahara Umum Aceh yarig selanjutnya disingkat BUA adalah
PPKAyangbeitindak dalam kapasitas sebagai BendaharaUmumAceh.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPA yang dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Aceh.
Kuasa Bendahara Urnum Aceh yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUA.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPA.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBA pada SKPA.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Unit
Keija adalah bagian dari SKPA yang melaksanakan satu atau
beberapa program.
Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan PemerintahAceh.
Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan
dan operasi keuangan Pemerintah Aceh dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran
Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Neraca Pemerintah Aceh adalah laporan yang menggambarkan
posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

27. Laporan /4
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27. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu
periode akuntansi.

28. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK
adalah laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif,
analisis, atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo
anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,
neraca dan laporan anas kas.

29. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan
entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun
anggaran.

30. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

31. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

32. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh
dan tidak perlu dibayar kembali oleh PemerintahAceh.

33. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

34. Belanja adalah semua, pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersanglcutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Pemerintah Aceh.

35. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

36. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh
Pemerintah Aceh, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tiahun anggaran berikutnya.

37. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintah Aceh, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Aceh maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keUangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakait umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

38. Kewajiban adalah utangyang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi Pemerintah Aceh.

39. Ekuitas adalah Kekayaan bersih Pemerintah Aceh yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Aceh;

40. Koreksi adalah tindaltan pembetulan secara akuntansi agar akun/
pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai
dengan yang seharusn3',a.

41. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode
untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan
yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi beijalan atau
pada periode yang beijalan.
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42. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
diselenggarakan. oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas
pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik
agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

43. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Pasal 2
Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur inimeliputi:
a. Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh; dan
b. bagan alir Sistem Akuntansi Berbasis Akrual PemerintahAceh.

Pasal 3
(1) Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memuat:
a. Gambaran Umum Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan;
b. Sistem Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
c. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
d. Sistem Akuntansi Transfer;
e. Sistem Akuntansi Pembiayaan;
f. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas;
g. Sistem Akuntansi Piutang;
h. Sistem Akuntansi Persediaan;
i. Sistem Akuntansi InvestasiJangka Panjang;
j . Sistem Akuntansi Aset Tetap;
k. Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortitasi Aset

Tidak Berwujud;
1. Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
m. Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
n. Sistem Akuntansi Kewajiban;
o. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan;
p. Sistem Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian; dan
q. Simulasi Akuntansi Keuangan Brbasis Akrual -SKPA.

(2) Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Bagan alir Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tercantum dalam
Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 5
(1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berpedoman

pada Peraturan Gubernur ini.
(2) Peraturan Gubernur ini berlaku efektif mulai tahun anggaran

2019.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peraturan Gubernur inimulai berlaku., Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62) dicabut
dan dinyatakan tiaak berlaku.

Pasal 7 ..../6
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Pasal 7
Peraturan Gubemur inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di BandaAceh
pada tanggal, 19 a 2019

1441

jflti.. GUBERNUR ACEH

' ÿTOl£fÿ52--
NOVA IRIANSYAH

Ditetapkan di BandaAceh
pada tanggal, XO /OovfcmUeiÿ 2019

2-T L- yÿu/jit.1441

ÿÿSEKRETARIS DAERAH ACEhI* '
.

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 99-
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ÿpit. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Lampiran II - Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh




